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ABSTRACT 
 

Prehospital nurse today are highly needed and perform specialized care. There are high expectations with respect to 
knowledge and competence of the nurses in prehospital care, as they possess a medical responsibility for emergency 
patient care in this setting. Nurses are responsible for staffing ambulances in Indonesia. However, those nurses may have 
limited knowledge and skills in prehospital care because the Indonesian nursing curriculum focuses mostly on in-
hospital care. The overall aim of this literature review was to to explore current condition about prehospital care and 
prehospital nurses’ competence in Indonesia. A search of research literature published from 2000 to 2018 and indexed 
in CINAHL, EBSCO, ProQuest and Google Scholar was undertaken, and relevant sources were selected to build an 
informed discussion. 
Keywords: competence; emergency; nurse; pre hospital 
 

ABSTRAK 
 

Dewasa ini, perawat pre hospital sangat dibutuhkan dan memiliki keahlian khusus. Harapan tinggi diberikan masyarakat 
pada perawat pre hospital berkaitan dengan tingkat pengetahuan dan kompetensi perawat dalam pemberian asuhan 
keperawatan kegawat daruratan di area pre hospital. Perawat pre hospital bertanggung jawab terhadap tata kelola 
ambulans di Indonesia. Namun, perawat pre hospital masih memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang terbatas dalam 
tatalaksana asuhan pre hospital. Oleh karena kurikulum keperawatan Indonesia sebagian besar hanya berfokus pada 
perawatan intra Rumah Sakit. Tujuan dari tinjauan literatur ini adalah untuk mengeksplorasi kondisi saat ini tentang 
perawatan pra-rumah sakit dan kompetensi perawat pra-rumah sakit di Indonesia. Metode penulisan artikel ini 
menggunakan penelusuran literatur melalui database online seperti CINAHL, EBSCO, ProQuest dan Google Scholar. 
Literatur diberi batasan dari tahun 2000 – 2018. 
Kata kunci: gawat darurat; kompetensi; perawat; prehospital 

 

PENDAHULUAN  
 

Latar Belakang 
 

Kualitas dan akses ke perawatan pre hospital adalah masalah mendesak yang perlu ditangani oleh Negara-Negara 
Berpenghasilan Menengah ke Bawah / Lower Middle Income Countries . Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia 
(WHO), 90% dari insiden trauma terjadi pada LMICs dan merupakan penyebab sekitar 5,8 juta kematian setiap 
tahunnya(1). Hal ini mungkin akibat dari tingginya penggunaan kendaraan bermotor di LMICs, kondisi jalan yang buruk, 
kurangnya kesadaran publik akan pentingnya keselamatan pengguna jalan, dan ketidakmampuan untuk memberikan 
pertolongan pertama kepada para korban(2). Tingkat kematian dalam kecelakaan lalu lintas jalan dapat dikurangi dengan 
membangun pelayanan pre hospital yang terorganisir dengan baik (3-5) dan tersedianya fasilitas perawatan trauma(6,7). 

Perawatan pre hospital di Indonesia dirasakan masih kurang berkembang. Sebagian besar korban kecelakaan 
diantar ke Rumah Sakit  menggunakan transportasi umum atau kendaraan pribadi tanpa perawatan memadai selama 
perjalanan (8). Beberapa kasus lainnya, pasien dijemput ambulans yang disediakan oleh Rumah Sakit  atau Puskesmas 
dengan hanya ditemani oleh seorang sopir awam dan perawat yang tidak memiliki kompetensi pelayanan gawat darurat. 

Praktik sistem Emergency Medical Service (EMS) di Indonesia sebelumnya dikenal dengan nama Ambulans 
Gawat Darurat (AGD) 118. Layanan ini didirikan di tujuh kota di Indonesia pada tahun 2000. Namun layanan AGD 118 
tidak begitu berhasil dalam implementasinya karena kendala finansial sehingga operasionalnya tidak dilanjutkan(9). 
Terobosan terjadi dalam sistem perawatan pre hospital di Indonesia 10 tahun kemudian dengan peluncuran AGD 119 
oleh Kemenkes RI pada Juli 2016. Sistem ini telah diterapkan di 27 lokasi di seluruh Indonesia, di mana sebagian besar 
berlokasi di pulau Jawa, dengan pembentukan Pusat Komando Nasional / National Command Center (NCC) di Jakarta 
dan Pusat Keamanan Publik / Public Safety Center (PSC)(10). 

Indonesia memiliki 9.754 Puskesmas dan 2.488 RS di tahun 2015(11). Saat ini, dalam layanan ambulan di 
Indonesia sistem EMS belum diterapkan berbasis RS atau berbasis Puskesmas, layanan tersebut diaktifkan dengan cara 
menelepon RS atau Puskesmas secara langsung. Dalam kondisi tersebut, layanan ambulans tidak diorganisir secara 
terpusat. Sebagian besar korban kecelakaan yang datang ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS diantar oleh orang yang 
lalu lalang, saksi mata di tempat kejadian, polisi dengan menggunakan kendaraan pribadi atau angkutan umum.  

Pengembangan perawatan pre hospital di Indonesia terkait dengan pengembangan sistem pelayanan kesehatan 
nasional. Ada beberapa perubahan dalam sistem pelayanan kesehatan sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945(12). 
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Populasi yang tinggi, keanekaragaman budaya(13), serta situasi politik dan pemerintahan(14) mempengaruhi 
pengembangan tatanan sistem layanan kesehatan.  

Terkait dukungan finansial, ada dua transisi utama dalam layanan kesehatan, yaitu penerapan sistem kesehatan 
yang didesentralisasi dan cakupan asuransi kesehatan umum(15). Desentralisasi dimulai pada tahun 2001 setelah jatuhnya 
rezim Suharto(14) dan menyebabkan pemerintah provinsi mengelola serta mengatur layanan kesehatan untuk masyarakat, 
termasuk mengelola dana kesehatan (12,16). Cakupan asuransi kesehatan umum, dikenal sebagai Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (BPJS), diluncurkan pada Januari 2014(17), diperkirakan mencakup semua penduduk pada akhir 2019(18).  

BPJS menanggung biaya layanan ambulans tetapi hanya untuk rujukan, bukan untuk perawatan pre hospital. 
Maka, lembaga kesehatan asal dan tujuan harus memiliki perjanjian kerjasama. Dalam kasus darurat di luar RS atau 
Puskesmas, seperti kecelakaan lalu lintas atau serangan jantung, atau setiap rujukan antara lembaga kesehatan yang tidak 
memiliki perjanjian kerjasama, biaya layanan ambulans tidak ditanggung oleh premi bulanan(19). Maka pasien harus 
mengeluarkan biaya ekstra untuk mendapatkan layanan ambulans atau mencari alternatif moda transportasi lainnya.  

Seperti halnya LMICs lainnya, Indonesia memiliki ketimpangan distribusi penyedia layanan kesehatan(20). 
Ketidaksetaraan ini disebabkan oleh cakupan geografis yang luas dari berbagai fasilitas dan status kesehatannya di 
seluruh pelosok negeri(15). Sebagian besar dokter berpraktik di daerah perkotaan dan hanya 20% menyediakan layanan di 
daerah pedesaan, sedangkan 70% penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan(20). 

Ada beberapa tindakan pemerintah Indonesia untuk meminimalkan ketidaksetaraan ini. Termasuk kebijakan 
tugas magang wajib bagi lulusan sekolah kedokteran sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau program staf kontrak(15). 
Kebijakan tersebut merupakan program desentralisasi yang memungkinkan otoritas pemerintah provinsi dan kabupaten 
untuk mengelola layanan masyarakat, termasuk rekrutmen petugas kesehatan(20), dan Program Penugasan Khusus(21). 

Dalam perawatan pre hospital, tenaga kesehatan pre hospital belum begitu diakui di Indonesia(22); ambulans 
dikelola oleh perawat di IGD RS atau Puskesmas. Masih sedikit tenaga kesehatan yang terlatih dan memiliki kompetensi 
khusus dalam tatalaksana kegawat daruratan tingkat lanjut. Besar kemungkinan bahwa di daerah pedesaan dan sebagian 
besar Puskesmas, perawat ambulans memiliki jumlah pelatihan yang sangat terbatas dalam penatalaksanaan kegawat 
darurat pre hospital. Hal ini akibat kurangnya cakupan pendidikan formal bagi perawat ambulans di Indonesia.  

Pendidikan keperawatan memiliki peran penting dalam mempersiapkan perawat yang kompeten, termasuk untuk 
tatalaksana asuhan keperawatan pre hospital. Jenjang Pendidikan Ners di Indonesia dilaksanakan berdasarkan pada 
kurikulum inti yang disediakan oleh suatu badan Kolegium Keperawatan. Perawatan pre hospital saat ini merupakan 
bagian dari konten Keperawatan Gawat Darurat yang memiliki 4 kredit poin dari total 104 poin kredit(23). Dengan 
terbatasnya topik Keperawatan Gawat Darurat, kurikulum lebih berfokus pada Keperawatan Gawat Darurat di RS, bukan 
pada perawatan pra-RS. Tinjauan literatur ini disusun untuk melakukan eksplorasi kondisi terkini terkait penatalaksanaan 
asuhan keperawatan pre hospital di Indonesia dan kompetensi yang dibutuhkan bagi perawat pre hospital.  
 

METODE 
 

Metode yang digunakan adalah penelusuran literatur melalui database online  yaitu CINAHL, EBSCO, ProQuest 
dan Google Scholar. Literatur diberi batasan dari tahun 2000 sampai 2018 dengan kata kunci: “prehospital” OR “pre 
hospital” OR “pre-hospital” OR “out of hospital” OR “out-of-hospital” AND “pre hospital care” AND “EMS” OR 
“EMT” AND “ambulance” OR “ambulance service” AND “paramedic” OR “paramedics”. Dari 12 kata kunci tersebut 
diperoleh 92 artikel, lalu dipilah berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi terdapat 52 artikel duplikasi. Sehingga 
berdasarkan hasil pemilahan tersebut diperoleh 40 artikel untuk sebagai bahan kajian literatur dalam artikel ini (Gambar 
1). 

 
 

Gambar 1. Proses penelusuran literatur 
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HASIL 
 

Tatalaksana Layanan Gawat Darurat di Indonesia 
 

Perawatan darurat dapat ditinjau dari dua perspektif, perawatan pre hospital dan rawat inap. Dalam hal perawatan 
darurat pre hospital, belum ada sistem layanan ambulans atau penjemputan korban kecelakaan yang terintegrasi di 
Indonesia(9). Situasi ini dapat mempengaruhi tingginya angka mortalitas di Indonesia, khususnya kematian akibat 
kecelakaan lalu lintas, trauma dan serangan jantung.  

Diperkirakan bahwa ada sekitar 64% dari total angka kematian di Indonesia disebabkan oleh penyakit tidak 
menular di mana cedera menjadi penyebab terbesar keempat (9%)(24). Data terkini dari WHO menunjukkan bahwa angka  
kematian akibat kecelakaan lalu lintas jalan di Indonesia adalah sebesar 15,3 insiden per 100.000 orang. Angka tersebut 
masih berada di bawah di bawah rata-rata negara-negara Asia Tenggara lainnya yaitu 17,5 insiden per 100.000 orang. 
Dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, Thailand memiliki tingkat kematian akibat kecelakaan lalu 
lintas tertinggi yaitu 36,2 kejadian per 100.000 orang dan Maladewa memiliki tingkat kematian terendah dengan 3,5 
kejadian per 100.000 orang(25). Kesadaran akan pentingnya EMS mulai muncul sekitar tahun 1969 oleh Asosiasi Ahli 
Bedah Indonesia, saat di mana belum terbentuk sistem pelayanan kesehatan pre hospital yang menangani 70% kematian 
akibat trauma lalu lintas(22). Proyek ambulans percontohan didirikan pada tahun 1972 dan terkendala finansial, 
selanjutnya proyek tersebut ditangguhkan.  

Perkembangan lebih lanjut terjadi pada akhir 1980-an atau awal 1990-an ketika kantor-kantor kotamadya dari 
tujuh kota di Indonesia (Jakarta, Palembang, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, Malang, dan Denpasar) memperkenalkan 
Layanan AGD 118(22). Kemudian, sistem ambulans mulai diperluas ke 18 kota lainnya di Indonesia. Perkembangan ini 
bersamaan dengan mulai berkembangnya pelatihan Advanced Trauma Life Support (ATLS) pada tahun 1995 dan mulai 
meningkatnya pkesadaran pemerintah terhadap pentingnya pelayanan kesehatan pre hospital.  

Pemerintah meluncurkan Safety Community Programme di tahun 2000, program yang bertujuan menyediakan 
perawatan kesehatan dan keselamatan bagi warga di pedesaan dan perkotaan(9). Dari 18 kota yang menerapkan layanan 
AGD 118, Jakarta, sebagai ibu kota Indonesia, memiliki perkembangan layanan perawatan pre hospital yang paling 
maju. 26 ambulan yang berfungsi dan 12 sepeda motor yang menyediakan layanan pre hospital di tahun 2005. Layanan 
ini menerima 50 sampai dengan 70 panggilan per hari di mana kendaraan darurat diposisikan di 10 lokasi strategis(22).  

Setiap ambulans diawaki oleh dua orang perawat dan dilengkapi dengan oksigen, defibrilator, ventilator, long 
spine board, dan bidai. Sedangkan sepeda motor dilengkapi dengan peralatan resusitasi dasar. Peralatan tersebut 
digunakan untuk membantu perawat menstabilkan pasien sambil menunggu kedatangan ambulans(22). Meskipun jumlah 
ambulans meningkat menjadi 32 unit kendaraan di tahun 2010(26), jumlah tersebut mengalami penurunan menjadi 21 unit 
kendaraan(27). Sehingga, sistem ini tidak dapat mencakup semua wilayah Jakarta dan karenanya waktu respons rata-rata 
bervariasi dari 30 menit hingga 1 jam. Sistem ini juga bergulat dengan masalah keuangan dan berdampak terhadap 
efisiensi(26). 

Pada tahun 2010, berdasarkan Peraturan Gubernur No. 144 tahun 2010, layanan AGD 118 di DKI Jakarta diubah 
menjadi AGD Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta (AGD DINKES) yaitu suatu Badan Layanan Umum di bawah 
pemerintah provinsi DKI Jakarta. pemerintah(27). Pada tahun 2014, terdapat 239 staf di AGD DINKES Provinsi DKI 
Jakarta, yang terdiri dari 255 staf pegawai non-pemerintah dan 14 pegawai pemerintah termasuk penyedia layanan 
kesehatan dan pekerja non-kesehatan yang menyediakan layanan ambulans gratis untuk masyarakat umum dan layanan 
komersial misalnya siaga untuk acara olahraga, musik atau pertemuan lainnya(27). 

Karena kurangnya layanan pre hospital yang disediakan oleh pemerintah, beberapa RS di Jakarta, terutama RS 
swasta, turut menyediakan layanan ambulans mandiri, termasuk menyediakan layanan evakuasi udara(26). Tatalaksana 
tersebut diperhitungkan sebagai dana kesehatan swasta atau didanai sendiri oleh pasien yang berobat di RS swasta.  

Beberapa organisasi non pemerintah / Non Government Organization (NGO) juga mulai memberikan perawatan 
pre hospital di Jakarta. Salah satunya yaitu Medic One, sebuah layanan berdasarkan keanggotaan untuk orang-orang 
kelas menengah ke atas di Jakarta Pusat, Selatan, dan Barat (26). Berdasarkan situasi ini, kota-kota lain yang sebelumnya 
menyediakan layanan AGD 118 berada dalam posisi yang sulit dan tanpa pilihan lain, oleh karena tidak tersedianya call 
center 118.  

Perkembangan perawatan pre hospital sebagian besar dilaksanakan di Jakarta sebagai ibukota negara. Pada bulan 
Maret 2013, Provinsi DKI Jakarta meluncurkan 119 Emergency Call Center, sebagai bagian dari program Sistem 
Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) atau Sistem Komprehensif Manajemen Darurat(21). SPGDT adalah 
program Kementerian Kesehatan yang dimulai pada tahun 2000 untuk mempromosikan perawatan gawat darurat pre 
hospital, perawatan gawat darurat di RS, dan sistem rujukan antar RS menggunakan lintas program dan kolaborasi 
multisektor(11).  

Perkembangan layanan pre hospital di Indonesia adalah peluncuran Layanan Darurat 119 di tingkat nasional 
pada bulan Juli 2016. Layanan Darurat 119 kini tersedia di 27 lokasi di Indonesia dengan pembentukan Pusat Komando 
Nasional di Jakarta dan beberapa Pusat Keamanan Umum di setiap kota(10). Dalam penatalaksanaan kegawatdaruratan di 
RS, ada dua jalur bagi pasien untuk mendapatkan perawatan di IGD. Pertama yaitu pasien datang langsung ke IGD RS 
atau dirujuk dari IGD RS lain(26). Pasien dapat datang langsung ke IGD dengan ambulans, mobil pribadi, angkutan 
umum, atau dalam kasus kecelakaan lalu lintas, dijemput dan dibawa oleh penolong.  
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Penatalaksanaan trauma bergantung pada fasilitas IGD di setiap RS. Pasien dapat langsung diobati atau 
dipindahkan ke IGD RS rujukan yang memiliki fasilitas lebih lengkap(26). Berdasarkan Undang-Undang Kementerian 
Kesehatan Republik Indonesia No. 856 tahun 2009, ada empat tingkat IGD di RS Indonesia. IGD level IV adalah level 
tertinggi dan menjadi standar minimum untuk RS Kelas A, IGD level III adalah standar minimum untuk RS Kelas B, 
IGD level II adalah standar minimum untuk RS Kelas C, dan IGD level I adalah standar minimum untuk RS Kelas D(11). 

Tidak ada sistem triase nasional di Indonesia. Setiap RS menerapkan sistem triase dengan tingkatan yang 
berbeda. Sistem triase empat tingkat adalah sistem triase yang paling umum digunakan; namun keefektifan sistem triage 
ini belum pernah dievaluasi. Implementasi sistem triase sendiri di Indonesia pada umumnya sering diabaikan dan tidak 
konsisten dilakukan(28). Dengan demikian, tidak mengherankan bahwa meskipun ketrampilan triase perawat IGD berada 
pada level sedang namun pengetahuan triase perawat IGD di Indonesia masih berada pada level rendah(29). 

 
Pengetahuan, Sikap dan Praktik Perawat Pre Hospital 

 
Sistem pendidikan keperawatan di Indonesia memfasilitasi pendidikan formal untuk tatalaksana 

kegawatdaruratan pada jenjang Sarjana Keperawatan atau Diploma Keperawatan. Namun, belum ada pendidikan formal 
terkait tatalaksana asuhan keperawatan pre hospital. Pendidikan keperawatan di Indonesia sendiri dibagi menjadi lima 
tingkatan yaitu Diploma Keperawatan, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan, dan Doktor 
Keperawatan(30). 

Pendidikan keperawatan di Indonesia sebagian besar berfokus pada perawatan di RS termasuk perawatan gawat 
darurat dan hanya mengajarkan beberapa topik terkait asuhan keperawatan gawat darurat pre hospital yang dicakup 
selama jenjang sarjana(23). Dengan pengetahuan dan ketrampilan yang sangat terbatas terkait asuhan gawat darurat pre 
hopsital, perawat yang bekerja di IGD Puskesmas dan RS memiliki beban tanggung jawab pula sebagai perawat pre 
hospital yang mengelola ambulans. 

Perawat IGD RS di Malta merangkap sebagai perawat pre hospital dan perawat ambulans. Sehingga perawat 
IGD  juga wajib menerima pelatihan berkelanjutan di RS terkait tatalaksana penanganan kondisi gawat dan darurat di 
lingkup pre hospital. Namun dengan demikian, untuk mencapai kualitas tatalaksana asuhan pre hospital yang optimal, 
maka Malta membutuhkan mapping perawat ambulans terlatih tersendiri yang tidak merangkap sebagai perawat IGD(31). 

Pendidikan keperawatan dalam lingkup pre hospital di Swedia dimulai pada tahun 1997 dan dikembangkan 
menjadi program spesialis pada tahun 2001(32). Sejak tahun 2005, seorang Registered Nurse(7) diwajibkan menjadi bagian 
dari tim ambulans bersama dengan Emergency Medical Technician (EMT)(33). Program spesialis dalam asuhan gawat 
darurat di pre hospital bagi perawat di Swedia memiliki proporsi yang tidak seimbang antara pengetahuan medis, 
pengetahuan keperawatan, dan pengetahuan kontekstual(32). 

Lebih dari setengah (52%) topik yang tercakup dalam program ini terkait dengan pengetahuan medis dan hanya 
22% dari topik terkait dengan pengetahuan keperawatan(32). Meskipun Swedia dianggap maju dalam menyediakan 
pendidikan perawatan pre hospital bagi perawat, namun belum ada regulasi yang mengatur pendidikan dan 
pengembangan profesional berkelanjutan bagi perawat yang bekerja di layanan ambulans Swedia(34). Di Indonesia, tanpa 
adanya program pendidikan formal untuk perawat dengan lingkup kerja ambulans dan pre hospital, tingkat pengetahuan 
perawat tentang asuhan pre hospital masih belum diketahui. 

Penelitian yang dilakukan(26), menyoroti perlunya pendidikan tentang perawatan pre hospital bagi perawat di 
Indonesia. Mayoritas perawat ambulans di Indonesia adalah lulusan Diploma Keperawatan, sehingga konten tambahan 
pada materi terkait asuhan perawatan pre hospital juga harus dimasukkan ke dalam kurikulum Diploma serta Sarjana 
Keperawatan. Untuk lulusan Pasca Sarjana, pemberian kursus singkat dalam perawatan pre hospital dinilai sangat 
penting bagi staf IGD Puskesmas dan RS yang mencerminkan kompleksitas pengetahuan dan ketrampilan perawat pre 
hospital. 

 

PEMBAHASAN 
 

Sumberdaya manusia merupakan salah satu elemen penting dari layanan kesehatan, termasuk di dalamnya 
pelayanan pre hospital. Namun, Indonesia belum memiliki regulasi khusu yang mengatur tatalaksana pelayanan  pre 
hospital. Perawat yang bekerja di IGD RS dan Puskesmas, dinilai belum siap dan mampu untuk melaksanakan 
pelayanan pre hospital yang optimal. Salah satu penyebab kesenjangan ini yaitu terbatasnya konten kurikulum 
keperawatan di Indonesia terkait asuhan keperawatan di lingkup pre hospital. RS maupun Puskesmas merupakan 
fasilitas kesehatan utama di Indonesia yang menyediakan fasilitas layanan intra hospital dan pre hospital. Dewasa ini, 
layanan ambulans di Indonesia masih berbasis RS atau Puskesmas. Layanan ambulans sendiri belum terorganisir dengan 
baik di Indonesia.  

Kementerian Kesehatan RI saat meluncurkan sistem layanan AGD 119 pada tahun 2016, telah berupaya 
menerapkan sistem ini di semua bidang dalam waktu dua tahun sejak peluncuran awal. Hal ini bertujuan agar 514 
kabupaten / kota di 34 provinsi di Indonesia wajib menerapkan sistem tersebut pada tahun 2018. Namun, belum ada 
publikasi data yang menunjukkan kemajuan pelaksanaan ini satu tahun setelah peluncuran. Minat dan perhatian terhadap 
penggunaan ambulans masih tergolong rendah di Indonesia. Hal ini kemungkinan akibat kurang terorganisirnya sistem 
layanan gawat darurat di Indonesia, sehingga masyarakat lebih sulit untuk memesan ambulans daripada memesan taksi.  
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Mayoritas masyarakat juga mengeluhkan mahalnya layanan ambulans. Karena sebagian besar program asuransi 
kesehatan tidak mencakup layanan ambulans. Kecuali individu tersebut memiliki asuransi kesehatan swasta, yang mana 
tidak semua asuransi swasta menanggung biaya penggunaan ambulans. Program BPJS juga tidak mencakup layanan 
ambulans untuk layanan pre hospital kecuali untuk tujuan rujukan. Dengan demikian situasi ini menjadi salah satu faktor 
yang menghambat pelaksanaan sistem layanan gawat darurat di Indonesia. 

Praktisi kesehatan yang kompeten diperlukan dalam pemberian layanan kesehatan(24). Salah satu strategi untuk 
menghasilkan praktisi kesehatan yang kompeten adalah mempromosikan dan mengintegrasikan kompetensi inti dalam 
semua program pendidikan dan pelatihan. Belum diakuinya posisi penyedia layanan pre hospital di Indonesia, 
menyebabkan perawat yang bertugas di IGD RS ataupun Puskesmas turut bertanggung jawab terhadap tata kelola 
ambulans.  

Konten tata laksana keperawatan pre hospital dalam kurikulum Sarjana Keperawatan di Indonesia masih sangat 
terbatas. Keperawatan pre hospital saat ini masih merupakan bagian dari konten Keperawatan Gawat Darurat(23). 
Sehingga tidak mengherankan apabila lulusan keperawatan tidak memiliki ketrampilan praktis terkait tata laksana asuhan 
keperawatan pre hospital. Misalnya menaikkan dan menurunkan tandu, melakukan pengecekan dan memasang peralatan 
di dalam ambulans, mengendarai ambulans dengan aman, dan menggunakan sistem komunikasi ambulans.  

Terbatas konten spesifik dalam kurikulum keperawatan terkait asuhan  keperawatan pre hospital juga dilaporkan 
terjadi di Inggris, Irlandia, dan Swedia(35,36). Kerangka kerja People-Centered Healthcare menunjukkan bahwa 
pendidikan dan pelatihan yang tepat adalah kunci untuk menghasilkan penyedia layanan kesehatan yang kompeten(24). 
Program pendidikan dan pelatihan harus dimulai dengan mengidentifikasi kompetensi inti, dalam hal ini, kompetensi 
perawat pre hospital di Indonesia.  

Kemudian, kompetensi inti tersebut harus diintegrasikan ke dalam pendidikan dan pelatihan keperawatan. 
Kerangka kerja ini juga menekankan pentingnya kurikulum yang berorientasi pada ketrampilan dalam pendidikan dan 
pelatihan kesehatan. Menurut penelitian(26), lulusan keperawatan di Indonesia tidak memiliki ketrampilan dalam 
pemberian asuhan pre hospital. Hal ini mungkin disebabkan karena terbatasnya konten terkait asuhan keperawatan pre 
hospital dalam kurikulum keperawatan nasional.  

Meskipun kurikulum keperawatan nasional menyediakan kurikulum inti untuk pendidikan keperawatan di 
Indonesia yang terstandarisasi, namun setiap penyelenggara pendidikan keperawatan dapat menambahkan konten khusus 
berdasarkan kebutuhan lokal. Konten asuhan keperawatan pre hospital mungkin perlu ditambahkan dalam jenjang 
akademis dan praktik klinis keperawatan di Indonesia. Pendekatan alternatif lainnya yaitu dengan menyediakan program 
pelatihan non akademis terkait asuhan keperawatan pre hospital bagi para lulusan keperawatan yang mencari pekerjaan 
dengan minat kerja di bidang pre hospital. Hal ini tidak hanya membantu meningkatkan ketrampilan bagi staf baru, 
namun sekaligus menyediakan program pelatihan yang lebih terfokus dengan tujuan meningkatkan ketrampilan staf. 

Kompetensi penyedia layanan kesehatan bergantung pada pendidikan dan pelatihan. Pendidikan keperawatan di 
Indonesia harus mampu mengakomodasi ketrampilan yang diperlukan dalam semua pengaturan klinis. Termasuk 
tatalaksana asuhan keperawatan di area pre hospital.  

Perawat yang bekerja di ambulans mungkin sudah memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam manajemen 
asuhan pre hospital. Akan teapi masih banyak perawat yang merasa kurang percaya diri dengan pencapaian yang 
diperoleh. Upaya meningkatkan kompetensi petugas kesehatan adalah bagian dari respon strategis dalam kerangka kerja 
sistem kesehatan(24). Untuk meningkatkan layanan kesehatan, standarisasi pendidikan dan praktik klinis sangat penting 
berpengaruh.  

Menciptakan profesi baru dalam manajemen pelayanan pre hospital, seperti perawat khusus pre hospital, 
mungkin tidak dapat diwujudkan di Indonesia dalam situasi saat ini. Sehingga perluasan ruang lingkup praktik di antara 
perawat dalam pemberian asuhan keperawatan pre hospital dirasa jauh lebih efektif. Mengadopsi sistem layanan 
ambulans di Swedia, perawat merupakan profesi yang direkomendasikan untuk memimpin dan mengelola tatalaksana 
ambulans di Indonesia(32).  

Namun, perluasan ruang lingkup praktik keperawatan di Indonesia tidak dapat menjamin asuhan keperawatan pre 
hospital menjadi lebih baik. Tata kelola layanan gawat darurat dalam lingkup yang lebih besar harus dibenahi terlebih 
dahulu. Kesadaran masyarakat adalah salah satu faktor yang perlu ditangani untuk meningkatkan sistem layanan gawat 
darurat di Indonesia.  

Kerangka kerja WHO menunjukkan bahwa kampanye pendidikan komunitas dan media massa diperlukan untuk 
meningkatkan literasi kesehatan masyarakat. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia harus 
dididik tentang pentingnya gaya hidup sehat. Termasuk pendidikan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan 
pentingnya sistem layanan gawat darurat dan mengurangi penyalahgunaan call center layanan gawat darurat. 

Sebagian besar pelayanan pre hospital di Indonesia tidak memiliki koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat 
dan daerah, tingkat RS atau Puskesmas, dan tingkat masyarakat (26). Setiap daerah di Indonesia direkomendasikan untuk 
menerapkan sistem layanan gawat darurat 119 dengan dukungan pemerintah, terutama pemerintah daerah. Karena 
pengembangan sistem layana gawat darurat ini lebih tergantung pada pemerintah daerah di mana pendanaan yang ada 
sangatlah terbatas, maka pemerintah pusat harus melibatkan sektor swasta dalam mengembangkan sistem(37). 

Selain itu dukungan dan peran serta negara-negara maju juga dibutuhkan, seperti yang dialami oleh Pakistan(38), 
Sri Lanka(39), dan India (40). Upaya meningkatkan kapasitas perawat ambulans dapat membantu mengembangkan tim 

http://forikes-ejournal.com/index.php/SF


Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes ----------------------------- Volume 10 Nomor 4, Oktober  2019                                     
p-ISSN 2086-3098 e-ISSN 2502-7778 
 

315 Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes ------ http://forikes-ejournal.com/index.php/SF 

 

multidisiplin dalam tata kelola pelayanan pre hospital. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa memberdayakan 
masyarakat adalah solusi lain untuk meningkatkan keberhasilan sistem layanan gawat darurat.  

Indonesia telah membentuk SPGDT yang berisi pedoman nasional untuk pelayanan gawat darurat di lingkup pre 
hospital diluncurkan pada bulan  Mei 2016 oleh Departemen Kesehatan (11). Pedoman ini mengatur perawatan pre 
hospital dengan pembentukan National Command Center (NCC) di tingkat nasional, dan Public Safety Center (PSC) di 
tingkat lokal / regional. Tujuan dari pengembangan sistem ini yaitu agar sistem layanan gawat darurat dapat 
diimplementasikan di semua wilayah Indonesia dalam waktu dua tahun sejak diluncurkan. 

Kebijakan dan dukungan pemerintah dalam pelayanan pre hospital menjadi pokok yang krusial dalam praktik di 
lapangan. Oleh karena sistem kesehatan di Indonesia saat ini masih dalam taham pengembangan. Di masa yang akan 
datang, layanan gawat darurat di lingkup pre hospital  juga dinilai akan mengahadapi banyak tantangan.  

Arah kebijakan pelayanan pre hospital di Indonesia masih belum jelas. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa 
sistem layanan gawat darurat 110 belum diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia dan sebagian besar layanan 
ambulan yang berbasis RS tidak memiliki sistem untuk respons jaringan. Pemerintah daerah memiliki peran penting 
dalam penetapan kebijakan untuk sistem layanan pre hospital yang terorganisir di daerah. 

 

KESIMPULAN 
 

Sistem pelayanan kesehatan di Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan demi tercapainya derajat 
kesehatan masyarakat yang optimal. Perkembangan sistem layanan kesehatan dapat dilihat dari peningkatan kuantitas 
dan kualitas fasilitas layanan kesehatan di RS dan Puskesmas. Cakupan pelayanan dan penerapan skema BPJS harus 
dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan dan masyarakat miskin. 
Budidaya teknologi informasi dapat terus dikembangkan dan digunakan dalam pemberian pelayanan kesehatan.  

Selain itu, pembentukan SPGDT diproyeksikan untuk meningkatkan layanan perawatan gawat darurat di 
Indonesia. Pembentukan AGD 119 di 27 kota di seluruh Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kualitas perawatan 
pre hospital. Perbaikan yang sedang berlangsung ini terkait dengan pendanaan sistem, terutama setelah penetapan 
desentralisasi pemerintah pada periode 1990-an. Model desentralisasi juga mempengaruhi cara pemerintah provinsi 
mengelola tenaga kesehatan, serta peraturan pemerintah pusat untuk pendistribusian penyedia layanan kesehatan. 

Perawat ambulans di Indonesia memiliki pendekatan yang tepat untuk peran sebagai perawat pre hospital. 
Namun perawat Indonesia membutuhkan dukungan pendidikan yang memadai. Penulis merekomendasikan adanya 
program pendidikan termasuk kursus singkat dalam perawatan pre hospital untuk perawat ambulans di jenjang Pasca 
Sarjana dan konten pengantar asuhan keperawatan pre hospital dalam kurikulum Sarjana. 
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